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PALU, MERCUSUAR
Gubernur sulawesi
enga, Longki Djanggola
enegaskan, postur
PED tahun 2017 harus
benar - benar pro rakyat
, schingga diharapkan
Kepala Satuan Kerja
Perangkat Dacrah (SKPD)
apat mengalokasikan
anggaran uniuk kebutuhan
il masyarakt.

Hal itu disampaikan
Tongki padarapatPimpinan
i Evaluasi dan Realisasi
(Tepra) APBD per 30
September 2016, di gedung
Folibu kantor gubernur
Rabu (19/10/2016). Rapat
yang dipimpin Langsung
Longki tersebut, diliadirt
Kepala Perwakilan BPKP
Sulteng dan dihadiriseluruh
kepala SKPD. Pada rapat
itu, Longki menyampaikan
beberapa hal terkait
kebijakan anggaran yang
akan dilaksanakan pada
fahun anggaran 2017.

Melihat besarnya alokisi
anggaran perjalanan dinas

tegasnya. Menurutnya,
banyaknya biaya perfalanan
dinas, membuat belanja
untukkebutuhan masyarakat
‘menjadi sangat terbatas.
Untuk itu kata Longki,
alokasi belanja perjalanan
dinas menjadi bahan
Koreksi kedepan. Difelaskan,
pelaksanaan perjalanan
dinas saat inibukan menjad
penambahan pendapatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS),
tetapi peruntukannya benar
benarkarenatunuankinerja.
Longki Juga menaruh
perhatian terhadap belanja
pegawainonPNS, yangdinilai
sudah sangat membebani
APBD dantelaf berdampak
terhadap alokasi belanja
publik atau belanja
terhadap

Gubernur Pangka
Anggaran Perjalanan

Kkebutuhasi ril di 2017 bena

‘masyarakat Untukitu bena
dibarapkan kepada dapat pr
kepala SKPD agar rakya
dapatmemberikan inibuka
‘pechatian terhadap untu

penerimaan tenaga
honorer dan akan
menjadi perhatian
serius pemerintah
daerah terhadap hal
tersebut,
“Penataan
Alokasi
APBD
tahun
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. Menurutnya,
biaya perjalanan
:mbuat belanja
tuhan masyarakat
jangat terbatas,
1 kata Longki,
lanja perjalanan
enjadi bahan
lepan. Dijelaskan,
\an perjalanan
ni bukan menjadi
1an pendapatan
egeri Sipil (PNS),
ntukannya benar
1a tuntutan kinerja.
Juga menaruh
terhadap belanja
nPNS, yangdinilai
gat membebani
elah berdampak
lokasi belanja

au belanja

* tahun

kebutuhan ril di 2017 benar

masyarakat. Untukitu - benar
diharapkan kepada dapat pro
kepala SKPD agar rakyat,
dapat memberikan inibukan
perhatian terhadap untuk

penerimaan tenaga
honorer dan akan
menjadi perhatian
serius pemerintah
daerah terhadap hal
tersebut.
“Penataan
Alokasi
APBD

pencitraan karena saya
tidak perlu citra- citra lagi,”
kata Longki.

Ia menegaskan, sekarang
sudah saatnya Pemerintah
Provinsi Sulteng benaxn
benar dapat.melaksanakan
anggaran untuk kebutuhan
masyarakat, sehingga

pelaksanaan APBD dapat
terhindar dari segala
praktek- praktek
yang tidak
sesuai dengan
ketentuan
hukum yang

berlaku. sos




